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'__-..'i)_aiam prakiek sehari-har kamj sak-
sikan . seringkall tegjadi salab faham
amengenai lembaga Tpiliian hukum®
fehofee of law) dan “pilihan helim?
[ehwicve of court) acapkali kedua hal
ini dicampur adukkan, Orang mengira
bahwa apabila telah diadakan pilihan
hukwn misalnya kearah hukum Singa-
pura,, hukum Indonesia, bukum Jer
man, maka. dengan sendirinya jika
timbul perselisihan masalahnyva askan
diselesaikan juga oleh hakim dari ne-
gara Singapura, Indonesia atan Jer
man yailu negara yang hukumnya-gi-
pakai. Misalnya, apabils di dalam sain
kontrak yang telaly dibuat antara pe-
dagang Indonesia dan pedagang Singa-
pura dinvatakan bahwa hukum Singa-
pura - adalah  jukum  yang . berlakn
{the applicable jaw) maka ditarik. ke-
simpulan bahwa dengan demikian, apas
bila - timbul persoalan, tidak dapat
sengketa itu diadili oleh hakim di In-
donesia. Tefapi masalahnya hamus dis-
jukan dihadapan hakim dari negara Si-
ngapura, Pengerlian semacam ini ada-
lah keliru ! Memilih hukum berars
bahwa badan peradilan yvang mengadili
perkara vang bersifat “inrernasional”
ini (artinys ada “unsur luar negeri-
nya’’}, skan memakai hulum dar ne-
gara yang telah dipilih hukumnya itu.
Misalnyz jika telah dipilih hukam In-
donesia dalam suaty kontrak antara
vedagang Singapura dan pedagang In-
donesia, maka perscalan yang kelak
tirnbul digjukan dih adapan P&ilg&éI
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Oleh : Prof. My, Dr. 8. Gaufama

menrfﬂdzl;. zmpiemuntasmya Del
pula, apabila perkaranya d%ajux:aw
hadapan peradilan di {ndonesxa maka
hakinm & Indonesia juga a}can tg
oleh keientuan yang sama. harena
para pihak telah memilih hukum Inde-
nesia sebagal vang berlakn, maka. h
kim di Indonesia juga akan memak_ i
aukum Indohesia sebagal hukum : :.mﬂ'
berlaku untuk perjanjian itu,

A

SALAH "PAHAM YANG MQBAH
TERJADT

’\fiemang uni’u}{ salah gaham
ada alasannya. Jika Lita perhai:lkan
jurisprudensi dari pada Hukum An‘car
Golongan (FHAG) sebagai bagian” dan
(HATAH INTERN, Hukum Antar Ta-
ta Hukum Intem} di negara kita sebe-
lum perang dunia kedua, kita sakm-
kan bahwa ‘apabila para ps_hak telan
memzhh tempaf kediaman hakum
(domlsm) dﬂcanto; Panijezz Raad van
Justitle, yang merupakan hakzm se-
hari-hari untuk orang-orang dari, go-
longan rakyar Eropah (dan szur A~
sing), maka secara diam~diam, dzaqw-
paplah bahwa para pihak telah mg_ang—_
hendaki pula bahwa hukum yang bia-
sanya berlakn uniuk golongan rakvat
Eropak dan Timur Asing yaitu hukum
perdata vang tertulis (Hukum Perda-
ta Barat, BW dan W.v.K.) adalab
hukom  vyang beraku. Jadi disini
kity saksikan bahwa memilih tempai
kediaman hukum, vaitu memilih ins-
tansi peradilan, dianggap seolah-oleh




-318

[ fekivsny den !‘( nrhane umm

_sm1 adz&nva hubungan erat antara pi-
‘dihan hakim dan pilihan hukum,

CHOICE OF COURT SECARA “DE

PECAH-PECAH”
Sebenarnya dalam Hukum Perdata
Intemasional: {HPID apa vang diarti-

kan dengan pilihan hakim (Cheice of

Court, Choice of forum) adalah pe-
milihan dari pada insiansi peradilan
atau instansi lain yang oleh para pi-
hak. ditentulkan sebagai insransi yang
akan mengadili sengleta mereka jika
timbul  dikemudian hasil.  Misalnya
para plhak ‘menentukan, seperti se-

i kita sakmkan dalam Kklau-
giifa ; Jegrtrak waktn akhis
akhir ini, bahwa untuk pinjaman luar
neger tertentu antara bank-bank Ame-
rika Serikat, dan peminjam-peminjam
dari Ifidonesia, jika timbul perselisih-
an, akan _diadili oleh Badan Peradilan
dari negara bagian New York dikoia
MNew York. Dinyatakan bahwa para
pihiak menundukkan didd, terutama di-
tekankan pada pihak Indonesia, kepa-
da jurisdiksi dari pada hakim di negara
bagan Mew York itu, Umumnya diten-
iukan, bahwa jika timbul dispute,
maka akan diselesaikan sengketa ini
oleh District Court dari negara bagian
New York. Tetapi seringkali juga kita
saksikan bahwa kepada pihak Bank
vang meminjamkan uvang ini diberi
kebebasan untuk memilih pengajuan
perkara terhadap pihak peminjam In-
donesia yang digugatl, kehadapan Pe-
ngadilan vang sehari-hari kompeten
untuk orang-orang Indenesia ini, va-
itu Pengadilan dari tempat tinggalnya
(tempat kedudukan, kantornya) sesual
dengan ketentuan passl 1318 HIR.

Jadi dipecab-pecah pilihan dan pa-
da Hakim ini dalam dua  bagian.
Jika pihak Bank vang menuniut,
maka funtutan ini dapat digjukan baik
dihadapan Pengadilan Negeri New
York vang telah dianggap berwenang,
maupun dihadapan hekim dari tempat
tinggal sebgnarnyva pihak peminjom

lam pasal 118 HIR itu. Tetapi seha-
liknva jika pibak Indonesia hendak
mengajukan  persoalannya dihadapan
Pengadilan, maka tdak dapat iz aju-
kan masalahinyz dihadapan Pengadil-
an Megerl di Jakaria (Pengadilan Ne-
geri Indonesia pada umumnya) ka-
rena ia telah terikat pada apa yang
telah dimupakati, yaitu bahwa dalam
hal teriadi sengketa, maka ia telah
menundukkan diri kepada jurnisdiksi
daripada Pengadiian Negeri di New
York., Jadi ia iidak dapat mengada-
kan gupatan terhadap pihak Bank
yvang meminjamkan uasng kepadanya
it dihadapan Pengadilan Neger di
Indonesia. Padahal sesuai dengan ke-
tentuan pasal 100 R.V. (vang dalam
rangka HIR sekarang ini, dapat di-
anggap boleh dipergunakan jika me-
mang diperiukan untuk dapat mewu-
judkan hukum magerii)!?, maks ia
ini dapat mengadakan gugatan dihada-
pan Pengadilan Negari ditempat fing-
gal yang sebenarnya jika telah meng-
adzakan fransaksi dengan pihak luar
negeri yang tidak mempunval fem-
pat kediaman yang diketahui di da-
lam wilayah Republik Indonesia®,
{Recht van overdaging). Keteniuan ini,
seperti pernah kami katakan dalam
rangkaian iinjauan *Hukum Perdaia
Indonesia®, khususnya mengenal Hu-
kum Acara Perdatz Internasional, di-
anggap oleh berbagai penulis sebagai
suatu ketentuan Hukum Acara vang
ferlampan berbau chauvinisme juridis,
karena terlalu mengutamakan kepenti-
ngan dari pihak warga negara Indone-
sia2)

1} Banyak Lembaga-embaga vang ha-
Aya diatur dolam RV, menuret ke-
nyataan dalam praktek kini dipakai
pulpy olel Pengadilasn-Pengadilan Ne-
geri, misalnva Vougiag”, UVrijwar-
ing”, "Verzoenings -~ compartitie”
dsh. Bandingkan tesis dari Wiers,
Het geag van gewijsde in burgerlijke
zoken.

Juga Supomo, Hukum Acara Perdata
Peneadilan MNegeri hal, 144 dst,




.QON:{O:H PEDAGANG JERMAN ME-
MGENATL PILIHAN HUKUM DAN
PILIHANHAKIM

©Menginal Cpilihan  hakim  (forunr
atsii elioice” of court) ini memang ada
hubungan fertentu dengan masalah pi-
fihan*hukum {choice of law), Hal ini
dapat kita saksikan dari pendirian
pdrapedagang Jerman berkenaan de-
ngan Konvensi Hukum Perdata Inter
.ﬂas*ozml amengenai Jual Bel Interna-
signal Den Haag tahun 19553) Seperti
dikéiahii“pedagang Jerman ini tidak
demikian sefuju dengan Konvensi ter-
sebut karena dianggap merugikan me-
reka. Salali satu s.bab menurut mereka
adalah’ bahwa dalam prakiek teruia-
ma mengenal  kontrak-kontrak de-

ngan ‘pihak pedagang dad negara-
negara berkembang, acapkali sukar
urituk Cmembicarsken hakum  yang

harts ‘diperlakukan. Apzlagi jika hen-
dak memilih hukum negara Jerman
sendirl dari sipedagang lerman itu,
Kata ““‘mereka, pedagang-pcdagang
dari negara berkembang {ersinggung
mengenai ha! ini. Mereka tidak suka
~dan ‘akap menjadikan batal seluruh
transaksi,” jika hendak ditepuskan pe-
mezkaian' daripada  hukum  Jerman
atas ' perjanjian - pengleveran mesin
Jerman. kepada pedagang dari negara
berkembang ini. Darpada memper
soalkan hal hukum ini hinggz tidak
jadi kontrak dagang bersangkutan,
miereka katakan, lebih baik kita
fangan memilih bukum sama sekali
HUKUM DAN HAKIM NEGARA
BEREEMBANG KIRANG DIPER-
CAYA

Akan tetapi pedagang-pedagang Jer
man tidak suka bahwa apabila timbul
sengketa  dikernudian har, persoalan-
nya akan diadili cleh Hakim dar ne-
gara ‘berkembang. Mereka juga Hdak
percaya zkan Hakim dari negara ber
kembang, Seperti  pandapat daxn
negara maju lainnya pada umumnya,
maka merska kurang mempercay ai

T

hukum dan pelaksanaan peradilan dif
nogara-negata berkembang. Diibara_ty
kan hukum dari negara berkembang

ini sebagai hukum rimba. Seolah-olah”
mereka berada dalam' kegelapan ji%:'a‘i:
harus dipakai hukum ini. Seperti orara.gE
vang hendak melompat keluar dal
lam gelap gulita | Maka oleh karena ita’
mereka mencari jalan untuk menghin:
darkan berlakunya hukum dan peradit.’
an darl pada negare-negara berkems
bang ini. Jalan yang mereka tempuh’
adalah
kuim secara tegas dalam konirak-kog-
trzk mereka ini, Tetapi dengan ja]an'-
lain. :

ARBETRAS£ Bi LUAR NEG%RI $E-f
BAGAIJALAN KELUAR Ny

Yaitw dengan jalan memilih arbi-.
frase spabila nanti timbui sengketa 1.
Dengan jalan ini mereka menghenda-.
ki agar supaya dapat lolos™ dari ke-
kuasaan Hakim negara berkembang,
Juga hukum yang dipakai dalam Ar-
bifrase Internasional ini diharapkan
adalah hukum dari lnar negeri. Bukan
darn negara berkembang yang merupa-
kan pihak dengan siapa mercka mem-’
bual kontrak itu. Lazimnys mereka
memilih Kamar Dagang Internasional
{international Chamber of Commer-
ce)’” yang berkedudukan di Paris up-’
tuk mengadili sengketa jika kemudian
timbul perselisihan. Dan apabila .ne-
reka tidek menentukan sesuatu ten-
tang pilihan hukum, maka aken ber
lekulah sesuai dengan ketentuan me-
ngenai arbitrase deri ICC ini, hukum-
daii tempat di mana arbifrase bersang-
kutan akan diselenggarakan. Oleh ke-
end itu maka mereka memili bukan.
saja arbitrase meaurut ICC, Tetapi juga
fempat arbiirase di luar negara ber
kembang. Misalnya, mereka tentukan
tempat arbitrase di Paris, Zurich atau
London. Dengan demikisn -akan dipes-
lalmitan oleh Badap Arhitraca ansiils

bukan dengan memilih hu-i ...




Fdazhoeszas doss Px:m!-‘éro._ ey

"#ereka melcloskan din dari lingkung-
an-peradilan dan hukum dari negarz
berkembang tanpa menentukan de-
ngsn tegas adanya pilihan hukom.
Tetapi mereka hanya menenfukan di-
pakainya arbifrass dalam hal timbul
pemselisihan. Demikian dengan memilih
arbi_tmse:ini (Choice of Court) dengan
disertai dipilihnya ketentnan darpada
Infernational Chamber of Commeice,
berlakulah sesunggubnya suatu penari-
kankeluar dari badan-badan peradil-
an’.pegara berkembang serfa dipakai-
nya hukum negara-negara berkembang
ifu.: Inflab vang memang dikehendalki
oleh pedagang-pedagang Jerman4) Ma-
ka mereka cukup memilih arbitrase un-
tuk mencapal {ujuan mereka. Tidak di-
pakai hukum dari negara berkembang
dan beriaku hukem dan luar neger.
Badan peradilan yang akan memeriksa
adalah Badan' Arbitrase, vang juga
bersidang ‘di lnar negara berkembang

dengan memakal hukum setempat’

di'mana diselenggaraken arbitrase itu.

PEDAGANG-PEDAGANG INDONE-
SIA BELUM MENGETAHBUI BENAR
RISIEKO ARBITRASE INI

Disinilah kita melihat likvdiku dan
pada lembags arbitrase dan pilihan
hakim serta pilihan hukum vang da-
pai disaksikan dalam prakiek, Hal ini
belum divakinkan secara seksama oleh
para pedagang di Indonesia. Mereka
umumays terlalu cepat dalam kontrak
kontrak iniernasional bemediz uniuk
memilih  arbiirase. Tidak dipikirkan
secara . matang-matang apakah vang
mermpakan akibatnya,

BERLAKUNYA  KONVENSI PBB
NMEW YORE TENTANG PELAKSA-
NAAN KEPUTUSAM ARBITRASE
ASING.

Apabila keputusan-keputusan dari
athiiraze di luar negeri belum dapat

43  Lihat tentang hal ini, "Bebarapa per-
sgslan prakiis berkenaan dengan kon-
trsk-Konirak aptara wzabawan Indo-

dilaksanakan dan  belurm  digkui-adi
dalam wilayah Republik Indonesia:
Tetapi sejak Presiden Subarto, felaly
mengeiuarkan Keputusan Presiden.ia-
hun 1981 no. 34, dengan mana Repu-
blik Indonesia tumt serta dalam
Konvensi New York tentanyg penga::
kuan dan pelaksanaan Kepuiusan-kepu-.
tusen arbirrase luar negeri keadazi_n
menjadi berubahs). Sekarang k_epn_;v_.;s_-
an-keputusan arbitrase vang telal. di-,
ucapkan di negara-negara peseria fain-
nya dari Konvensi PBB ini. akan; dupat
dilaksanakan secara langsung di dalam
wilayzh Republik Indonesia. Dengan
lain  perkataan, tidak berlaku laps
ketentnan unfuk sckal lagl meme-
riksa  dan mengadili kembali secara
bzaru  perscalan antara para  pihak.
Keputusan arbiirase dari luar negeri
ini dipandang sebagal keputusan &I‘bl-
trase dalam mnegeri Indonesia sendir.
dalam taref tertinggi, siap untuk di-
laksanakan. . B

Memang difinjau dari pada segi
komunikasi internasional dan hubung-
an dagang internasional, turet seria:
nya Republik Indonesia dalam. Kan-
vensi PEB mengenai pengakuan dan
pelaksanaan kepufusan arbitrase luar
negeri ini merupakan suatu .kema-
juan.. .

Tetapi akibatnya masih betem di-
pikitkan secara masak-masak oleh
para pedagang Indonesia. Mereka ma-
sih  terlalu mudah menerima kiao-
sula-kalusula arbitrase luar negerd un-
tuk kontrak-kontrak perdagangan in-
termasional mereka ini. o

TIDAK ADA KERAGUAN LAGIE

Sebelum Konvensi ini berlaku, ma-
sih  disangsikan apakah |kepuiusan
arbifrase luar negeri dilaksanakan se-
cara langsung di Indonesia. Bagi kami
sendiri sesungguhnya hal ini dianggap
mungkin jika telah diucapkan dalam

531 Likat mengenal ini, "Indonesia dan
Konvensi tentang Pengakuan dan Pe-
{aksanaan kepufusan arbifrase -luar
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negara peserta dari Konvensi Jenewa
telztane' pelaksanaan kepuiusan arbitra-
se! “lnar negeri dari tahun 1927. Kon-
vensi-ini telah dinyatakan berlaku pula
untuk: Hindia Belanda dengan Staais-
blad 1933 no. 737. Hingega kini belum
permah dicabut kembali. Kami berpen-
dirian :bahwa Staatsblad ini masih te-
tap berlaku, seperli telah dicantum-
kan.dalam keteninan Konperensi Meja
Bundar Dan juga sesuai dengan azas-

Lz_as_ tentang peralihan dar pada ke-
kgagann -

negara (State succession).
Sistimvpassip ini, veng berarti babwa
apabila Bepublik Indonesin tidak seca-
rategas -menyatskan tidak man ted-
kat »1agi dengan Konvensi tferfentu
seperti misalnya felah dilakukan oleh
Kabinet Karva Jfuanda dengan Kop-
vensi Bern tentzng Halk Cipta pada
fahun-1958, Republik Indonesia masih
tetap ‘terikst pada Konvensi-Konvensi
iama-yang dinyatakan berlaku untuk
Hindia Belanda dahulu itu.

Yetapi sekarang, dengan adanya
Keppres Presiden Suharto no. 34
tahun 1981 fenfang furut sertanya
Republik Indonesia dengan Konvensi
New York mengenal pengskuan dan
pelaksanaan dari pada keputusan luar
negerd, sudsh tidak ada keragu-raguan
lagl. Keputusan-kepuiusan arbitrase
laar negesi dapat lengsung dilaksana-
ken di dalam wilayah Republik Indo-
nesia,

Hal ini berarti penyimpangan dag
pasal 436 RV, yang pada pokokaya
menentukan bahwa keputusan-keputu-
san darl Badan Peradilsn di tuar nege-
i tidak dapat dilaksanakan dalam
wilayah Republit Indonesia (kecuali
mengena averj gross seperii ditentn-
kan dalam pasal 724 Kitab Undang-
Undang Hukum Dagang). Perkara-
Perkara bemanglutan dengan kepu-
tusan “hakim asing ini dapat diaju-
kan kembali dihadapan dan disele-
saikan oleh hekim di  indonesia,
Yadi kita saksikun bahwa pads  u-
mumnya memang keputusan-keputus-

tuk averii gross. Atau apab:.ia dengan
negara bersangkuiasn kita telah: meng-
adakan apa yang dinamakan:; ”Exe-
cutie-verdrag” (Perjanfian tentang: ek~
sekusi). Sepanjeng pengetahuap lcami,
Republik Indonesia helum memrada«
fcan perjaniian  eksekusi ini. denga,n
negara-negara lain. Dlharapkan bahwa
dengan negara-negars ASEAMN akan da-
pat  diwujudkan pesjanjian- pezjanjlan
eksekusi  dazi Keputusa.mkeputuszm
Hakim di negara-negara ASEA 'ma~
sing-masing. Setelah ada pegamzan_
bilateral dengan Muzng Thaiz me-
ngenai Judicial Coopesation dlmggan
dapat dilanjutkan ussha-ussha kearah
ini agar supaya dapat difiasilizan ber
sama secara lebih erat dan konkrii6).
Yaitu dengan diterimanya suatu:Kon-
vensi antara negara-negara ASEAN
vang menentukan bahwa keputusan
dalam  perkara-perkara Perdata dan
Dagang dalam negara-negara ASEAN
ini dapat dilaksanakan disesama’ ne:
gara ASEAN, dan fak peslu perkara-
nya diadili kembali oleh masing-ma-
sing negara di mana diajukan permin-
taan untuk eksekus ini, Akan tetapi
hal ini masih merupakan eita-cita
Keadasn sekarang menunjukkan bah:
wa masih belum ada Pegjanjian- Ekse-
kusi oleh R.1. dengan negare-negara
lain. Hingea keputusan-keputusan dari
negara lain ini tidak dapat dilaksang-
kan dalam wilaygh Republik Indone-
sia, Wakiu dizaman jajahan,
kepuiusan desi hakim dineged belanda’
dapat secara langsung dilaksanakan di
Indonesia dan sebaliknya. Tetapi kea-
daan hubungan hukum anpiar regio ki-
nj sudah dibapuskan, dengan dipero-
lehnya kedaulatan bagi negara Repw
blik Indonesia7).

DH sini kita saksikan bahwa apabila
para pihak telah menentukan bahwa

6)  Liha{ tentang ini karangan kami “Per-
setujuan Hukum Perdata Interaasio-
nal anisrza Republik Indonesiz dan
kergjaan Thailand mengensai keria-

@ s5ama dlbiéang perads:an dmim} rang-

T T .




A2

Hukuim, dan Besnbongzins,

sezuam sengheta yang timbul aniara
megeks ini diadili dihadapan forum
dari hakim 4 Iunar Indonesia, seperti
iazimnve ditentukan delam loan ggree-
ments yang mengatur pinjaman-pin-
jaman vang diberikan oleh Bank asing
{teruiama  Bank-Bank Amerika) ke-
pads  pominjam-peminjam di dalam
wileyah Republik Indonesia. Sering
kali kits ssksilcan yang dipskai ada-
iah Kleueula bshowa pihak Bank vang
memberiiten kredit ini, dapat menga-
Jukan suate peskara techadap pihak
peininjam  Indonesia, dihadapan Pe-
ngadilen MNegeri darl luar negerd, mi-
salavs DMstdet Court dag New York
City. Makeudays adslah untuk me-
mudahlan bagl pihak Bank unpuk
mengainkan perkara terhadap pihak
debitur Indonesiznva. Tidak perln
pibak Bapk ind mengajukannva di-
hadapan Badzn Peradilan di Indone-
sia, yang munghkin hukumnva kurang
diketabnd dan disamping U juga inte-
gritaenva masih dikhawatirkan, karena
mungkin lebibh condong univk mem-
bela kzpeafingan-fepentingan dari se-
sama wargd negara Indonesia. Merska
ini memilih oleh karena ftu forum
Dadan Peradilen & lnar negerd (nar
indonesis) vang lebih convenient bag
merska, Aksn itotepi mereka lupa
behwe hal inf akan membawea kesu-
litan delem pelskseneanmye jika ier-
avats mersks pendl felah dipuiuslan
mengng perkara terhadap sipedagang
Indonesis vang melakuksn wanprestagi
dalem pembayaran, Karena kepuinsan
dari peds Badsn Peagadilan Amerika
ini, #dek depal dilaksanaken begitu
agia 4 dalem wilayah Republik Indo-
nzzia, Dan umumnya sipeminjam Indo-
nesin tidek mempunval harts bends
di fmar wilavsh Republik Indonesia.
Dengan lsin perkataan, pihak Bank
asing elan “giglt jari” dengan kepu-
tugan yang feish diperolehnys & luar

7F  Lihet bukn Rami MHukom Antar So
longan, sustu  Penganiar Penoebit .

negeri ini, Karena mereka tidak depat
melaksanakannys di dalam  wilayah
Republik Indonesia. Melainkan mereka
harus mengajukan persoalannya sekali
logt dihadapan peradilan-peradilan di
indonesia. Fepuiusan vang telabh me-
eka percleh dihadapan Badan-Badan
Peradilan di Amerika Serikat tidak ba-
nyak arfinva. Sama saia Tseperti ker
tas", tidak dapat dilaksanakan. Dengan
demikian temyata usaha membawa
pemcalannya dihadapan Badan Peradil-
an di luar negeri ini hanya merupakan
sagtn Vsport yvang mahal”, yang me-
makan banyak biava dan wakiu per-
cuma { Hal ini masib korang diingaf-
kan oleh para pengacara perancang da-
ri pada draft-draft untuk Bank-Bank
lwar negerl veng menyvusun klansnla-
klausula mengenai pilihan forum {cho-
ice of courr) di luar wilayvah Re-
publik Indonesia. Padahal kepuivsan-
kepuinsan dard Badan Peradilan ini @i-
dai dapat dilaksanakan begitu saja di-
dalam wilayah Republik Indonesia ter-
hadap peminjam-peminjam Indonesia
itudd,

Demikian kita saksilan bahwa
memang ada hubungan terfentn antara
hukum yvang dipilih den hakim yang
dipilih, Tetapi fidak ssluruhnyva kedua
lembage ini samz adanyva. Umumnya
dalam konirak-kontrak yang menentu-
kan diadilinya sengkeia antarsz pihak
bank-banl hiar negen dan peminjam-
peminjam Indonesia dihadapan ferum
Pengadilan luar negeri, dicantumban
pula bahwa hukum vang akan dipakai
adatah hukom Tuar negeri, hukum dad
negara bagian New York misalnya.
Bukan hukum Indonesia vang dipakai.
Pilihan hokum luer negeri ind adalah
sah karena Juga dalam Hukum Perdaia
Internasional Indonesia diferima azas
hahwa para pihak bebas uniuk menen-
tukan sendini hukam yang akan ber
laku bagl kontrak mercka. Hal ini {er
masuk bidsng spe veng dinamaken
kebebasen para pihak dalam berkon-
trak {partif cuionomiz ).




Pzizhan Hukum

-BENTUK DARI PILIHAN HUKUM
DALAM PRAETEK

+»Cara memilih hakum dalam kon-
trak-kontrak Hulum Perdata Intema-
sional . vang kita saksikan adalah ber
angka ragam. Mulai dar contoh yang
paling mudal, di mana secara lang
sung dipilih hukum dari negara terien-
iu at_éﬁ negara bagian ferientu. Seperti
misalnya dalam komtrak Pertamina
tentang LNG Sales Contract ianggal
3 Desember 1973 pasal 12, kita saksi-
kan I{cientuzm sebagai  berikut
”Tbls contraci shall be governed by
and ‘interpreted in accordance  with
the Jaws of the Srate of New York,
Unifed Siates of America.” Dalam
YAgresement for construction servi-
ces of the Cilacap Refinery Fluor
Eastern Inc.”, tertanggal 19 Maret
1973  berbunyi sebagal berkut
“The work to be performed heraunder
shall be performed in substantial part
in the USA and outside of the Repa-
blic of Indonesia, and this agreement
and the terms and conditions hereof
and the obligafions of the parties here-
under shall be goversed, interpreted
and construed in asccordance with the
Laws of the State of California, Uni-
ted States of America”. Jadi disinipun
kita saksikan pilihan hukam dar ne-
gara bagian California, Amerika Seri-
kat. Pilihan hukum dari negarz bagian
New York dan California dalam con-
ioh-conteh  kita ini adalak tepatf
Farena #Hidak mungkin untuk memilih
berlakunya hukum dari Amerika Ses-
kat yang seperti dikeizhui di dalam
Federasi mereka ini mempunyai tidak
kurang dari 50 macam Hukum Perdata
dan Dagang karena tap-tiap negara
bagian mempunyai Hukum Perdata
dan Dagangnya sendini yang masing-
masing berlainan.

Dalam pasal 3CGH dan APCEL ENGI-
MNEERING SERVICES AGREEMENT
ARUN tertanggal 25 Septomber 1973
ditentukan babwa masalah vang ber

iu. Untuk selanjninya peganiipn’
sangkuian  diatur da.z* éi%dzgsé.@
menpurnd hukum darl sedas negy;
gian New York, 4 fzzefzhz Seriloas’

Pasal ini berbunyi sebagai bé:-air
”2,, ly, :
Matters involving Patent Law &hwﬁ beg
verned by the applicable Law of the COu!
or supra Maflonal Body lssulg tbe %ata_n
In ;111 ather reapects, this aczﬁfxﬂmﬁ: slm‘i! =
governed by and construed in amevc,azir”e
with the Laws of the Siate of i‘aé’cw ¥

United Siates of Ameriea™

rikat, suatu pﬁlhazz humzﬂ_ yaﬂg up_at
Juga ketentuan bahwa masalahemasss
fah mengenal Patent diatir cleh #i-
kum darl pada negara vang mengeluaar
kan Patent bessangkutan adaiah s sﬂsud
dengan ketentuan HPL Sl

HUKOM MENGENAIL PATENT BAN
MEREK DAGANG : CONTOR. CO-
TOH BERKENAAN DENGAN N&@K—
OMNALISASL

Masalah ini pernah éigezsoaﬂra—z d'av
lam  sangka nasionalisesi dad pada
metekaerek yang felah didafiaskun
di luar negeri. Telah ditentukan misal-
nya dalara perkara TDr Dralle’s
Birkenhaarwasser” dan juga dalam pér
kara nasionalisasi mengena . mevelk
"BATA” oleh pemerintah Cekoslowa-
kia bahwa merek-merek vang telah di-
daftaskan di luar negeri Hdak dapat tu-
et dinasionalisiy karena nukum atas
merek-mersk itu adalah bemumberpa-
da hukum dar pads negera dimana
didaftarkan merek-merek barsangkut-
an®). Jadi negara-negars yang mem-
berikan hak atss mezsk bersangkit-
an, ¢i mana merek-mersl Hu ferdaf-
tar, adalah vang dipakal hukumaya,
Dan oleh karena itb maks merei-me-
rek vang berada di huar negeri, Hdek
dapui dinasionelistr oleh pemesiniah-
pemerinlah vang melakukan nasiongi-
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sagi itu,  Karena Vdi luar wilayah”
dari pads pegara bersangkutan. Dalam
perkara Dr. Dralle’s Birkenhaarwasser
ini kits  saksiktan persoalan apakah
nasicnalisagi dapat dilakukan atau G-
dak atss merek itu. Oleh hakim vang
mengadili perkara bersangkutan (ober
ste Gerichtshof, pada fahun 1950) di-
letakkan iitik berat pada hukum dasi
mana cap dagang bersangkutan feiah
didaftarkan..

Dalam perkars ini maka Dy Dralie’s
Birkenheagwasser telah didaffarken di
Bodenbach (wakitu itu letaknya di
Ausgtria). . Maka hukum dail negers
Austriz inileh vang dinvatakan ber
laku, hingga oleh karena itu nasionali-
sasi vang dilakukan oleh negara Cekos-
lowakia dinvatakan tidak dapat men-
cakup hek afas merek. Bagl kita pea-
ting dalam hubungan ini bshwa ke-
nyataannva sesuaiu hak veng diberi-
kan berkenaan dengan ciptaan indus
tri atau pepciptaan  indelekiual (Hak
Cipta) ditentukan oleh hukum dad
negara di mana hak ini diberkan. Ke-
ientuan ini sesual dengan perkemba-
ngan Hukum Perdata Internasional di-
wakin sekarang.

COMNTOE PILIBAN HUKUM YANG
LEBIH MEN-DETAIL

Tetapi kita juga saksikan dalam
praktek bahwa klausula pilihan hukum
tidak selalu semnudah vang kits saji-
kan tadi sebagai contoh. Misalnya kita
melihat pengaturan secara lebih “men-
jelimet” dalam sebuah Agreement da-
1i tahun 1581 yang dibuat antara P.T.
Indonesia Consortium of Construction
Indusiries, SAOUD BIN BIRJIS AL
MIRAIBID ESTABLISHMEWNT dan
Bank Megara Indonesia 1946 (sebagal
penjamin untuk sebagian) serta sindi-
kat dari padz Bank-bank lain vyang
memberikan kredit untuk bangunan
dari pada provek hogpital militer King
KHALID di Riyedh, Pasal 26 me-
ngatur tentang TUGoverning Law and

trued in accordance with the Laws
of Englend™

PILIHANM FORUM YANG
CAH-PECAE”

fadi untuk perjanjian ini diper-
lakukan hakum Inggrs. Kemudian
dinyvatekan mengenai forum Hakim
yang dipilih apabilz ferjadi sengkeia
kelak. Dalam sub (B) dinyatakan
bahwa berkenaan dengan seiisp pro-
ses hukum vang ierjadi karena atau
berkenaan dengan kontrak ini, ma-
ka para pihak yang berkewajiban un-
tuk melakukan pembayaran (CbH-
goms), secara fidak dapat ditark keme-
bali, menundukan dird kepada jurisdik-
si-dani pada High Court of Justice di
Inggris, Badan Peradilan dari pada
Negara bagian New York, dan Pengadi-
lan Federal Amerika Serikat di dalam
negare Bagion New York. Mereka me-
lepaskan setiap keberatan terhiadap di-
ajukannya perkara di nesere-negara
bersangkutan ifu berdasarkan domisili
vang berlainan dan alasan vang dina-
makan “forum nton conveniens’. Yadi
di sini kita saksikan bahwa PT.
Indonesia Consortium of Coastruction
Industres serfa juga BNT 1946 sebagal
Badan Hukum Indonesia menyatakan
memilih Badan Peradilan di luar negerst
yvaitu di Inggris, di ncgara bagian New
York, jika digugat di sana menvatakan
juga tidak akan mengajukan keberatan
karena fempat vang berlainan dari pa-
da jurisdiksi yang umumnpya berlaku
bagi mereka. Seperti ditenfukan dalam
Flukum Acara Perdata di Indonesia
vang diatur dalam HMIR pasal 118,
apabila timbul suafu sengkela maka
harug diajukan terhadap P.T. Indone-
sian Consortium of Construction In-
dusgtries dan BNI 1946 ini sesunggul-
nya dikadapan Hakim dari pada tem-
pat di mana mereka berkedudukan, ya-
itu di Indonesia (Jakarla). Tefapt me-
rekae melepaskan kefentuan Hukum
varg berlaku mengenai Hukam Acara
dan pengajuan gugatan int Juga mere-

"DER-PE-
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Yaitu bahwa mereka ini sesungguhnya
mengalamj banyak kerugian karena ha-
mé ditarik. begitu jauh dari padz Ha-
kim sehari-hari mereka seadiri di Ja-
rarta. Mereka harus menerima diper-
karakan’ dl luar negeri ini karena me-
reka memang telah menentekan memi-
lih* forum “dexi Hakim. di luar neger
Pasdl 26 (B) ini berbunyi sebagai beri-
kui 25
’iiurzsd non . In relation fo any le-
gal action i;:v; pmceadmss arising out
of or in connection with this Agree-
ment (“Proceedings®) each of the
Obligors f{rrevocably submit to the
| jumsdiction” of the High Court of
Justice in England, the Court of the
State of Mew York and ihe Court
of the Unifed States of America in
the Stafe of New York and whives any
objectzon to Proceedings in any such
Ccurt on grounds of venue of forum
non convenience’’ Kemudian ditentu-
kan lagi bahwa penundukan din ke-
pada Badan-badan Peradilan vang ter-
cantum tadi, tidak diartiken sebagai
mutlak adanya.

PILIHAN FORUM DEMI KEPENTI-
MNGAN: PIHAK YANG MEMINIAM-
KAM UANG .

“Dengan lain perkataan, pihak Sindi-
kat“Bank-bank dalam kontrak ini da-
pat~méngajukan perkara dilainlain jus
risdiksi, karena mereka berhak uniuk
itu, Juga : diajukannya perkara diha-
dapan jurisdiksi yang berlainan, tidak
akan mengu'rangi hak dari pada Banxg-
bank ini untuk mengajukan perkara
dilain-lain forumn Pengadilan ini, Jadi,
dengan la,m perkataan, pihak Bank-
bank vang tergabung dalam Sindikat
memberikan pinjaman ini, dapat me-
ngajukan juga perkaranya terhadap
mereka vang berkewajiban untuk
membayar kembali serta menjadi pen-
jamin itu {(dalam conteh kita P.T.
Indonesia Consortium of .Constructi<
on indusines dan BMI 1948) keha-

sesuai dengan kefentuan dalam HIR

perkaranya, jika dikehendaki oleh pi- -
hak Bank-bank, dapat diajukan pula

dihadapan Peadilan-peradilan di Inde-
nesia terhadap Badan-badan Hukum -
Indonesia itu. P
Inilah yang menarik perhatian dan
seringkall juga kita saksikan fomulasz
vang serupa it dalem Xontrak-kon-
trak Internasional yang dibuat &khm
akhir ini. Dengan perkataan latnmo |
telah diadakan pemisahan antara Siap.a.. .
vang mengajukan gugatan dan siapa
yang digugat. Jika pihak  Bank-

bank asing vang meminjamkan bagg

vang menuniut, mereka dapat melain-
kan hal ini baik di Badan Peradilan hi-
ar negeri maupun dihadapan Badag
Peradilan di Indonesia sssuai dengan
ketentuan-ketentuan vang beraku me:
nurut Hukum Acara Perdata di Inds-
nesia, Akan fetapi apabila pihak- ps-
minjam Indonesiaz vang hendak meng-
ajukan perkara, maka hal ini Hdak
dapat dilakukan dengan mengajukan
perkara ini dihadapan Pengadilan di
Indonesia terhadap Bank yang diberi-
Ran pinjamarn itu. Tetapi perkaranya
hams diajukan dihadapan Badan-badan
Peradilan Luar Negeri yang felah di-
pilih itu. Pasal 26 sub ¢ berbunyi se-
bagal berikut : “Submission non exclu-
sive: Those submission will not effect
the sight of any other parfy to fake
proceedings in any other jurisdiction
nor shall the taking of proceedings
in .any jurisdiction preclude any
other party from taking proceedmg
in any other jurisdiction”

PILIHAN
VENSI HPL
Pilthan Halim ateu Pilihen Forum
{Choice of Courr) diatur lebih lanjut
dalam suatu Konvensi HPI Den Haag.
{Convention on the Choicg of Cotrt
25-31-1965). Seperii telah E{xta kata-
kan di atas pada wmumnya para i~
hak di pandang mempunvsi kehahac

HAKIM DALAM KON
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kan ‘pilinan hakim lain!9). Tetfapi
para pihak Hdak diperkenankan un-
‘tuk menjadikan suatu peradilan berwe-
nang apabila menurai keedah-kaedah
hukum infern dari negara bersangkut-
an hukum itu tdak berwenang adanya.
Migsalnve, di negeri Belands tidak da-
pat dipilith hakim tertentu jika menu-
i hukum Belanda sama sekall tidak
ada hakim Belands vang relatip ber
wengng uniuk mengadili perkara bar -
sanghutani i), Kelsntuan yang serupa
dapat kita saksikan dalam Konvensi
mengenal pitthan forum (Convenition
on the choice of Courr) dasi Konvensi-
Konvensi HPI Den Haag tahun 1963,
i - gni  dilskukan pembatsan dar
pitihan hakim. Fonun yvang dipilih ha-
rag gelalu kompeien menurui hukum
intern. dari negara yang hersangkutan.
Dangan kaia-kata Konvensi ini @ 7pro-
wvided always that this Court is compe-
tent ‘according to the internal legal
gystem or systems of the States™.
Dinyatakan dalam pasal 1 bahwa un-
tuk perkars-perkara perdata dan da-
gang {Civil or Commercial matiers) pa-
a2 pihak dapal mengadaltan permufa-
katan tentang pilik forum ini (Agree-
ment on the choice of Court), Hakim
vang dipilik ini akan mengadii pes-
kars-perkara yang telalh atau akan
tegjadi antara mereka. Yang dapat di-
pilih adalah pengadilan darl salah
satu negara peserta Konvensi fersebut,
dalam hal mang pengadilan yvang her
wenang ditentukan (apabila ada) oleh
hukum infern darl negara bersangkut-
an. Adalabh mungkin pula satuk me-
punjuk secara tegas suafu peradilan
tertentu dari negara peserta, Tetapi
disini berlaku pembatasan yang di-

19 Lihat Riezler, Internasionales Zivil-
prozessrecht und Fremdenrechi Ber-
HEa—Tubingen, 1949 hal. 293 dst.

11} Bandingken menpgenai ini Kosters
Dubbink, Het internationaal burger-
1iik recht in Mederland, hal. 799 dst.
dan jurisprudeng yang disebut disitu.

L duga Voskuil C.CLA. De internatio-
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sebut fadi, yaitu bahwe Court ini ha-
rus selale barwenang menurat gy
femn  huakum intern dagi negara™ ber—
sangkuian itn. :

Pasal 1 Konvenst ini berbunyi : .

In the smatters to which this C(m-
veption applies and subject io. fhe
conditions which it preseribed, parti-
es may by an agreement on the choice
of couri designate, for the purpésb
of deciding dispuies which have ari-
sen oOr may arise beiween them in
coennection with & specific legal’ re«
lationship either :

(1) The Courts of one of the con-
tracting Stotes, the particular
compeient Court being  then
determined (if at all} by the in-
ternal legal system or system of
that State or; _

{2) The Court expressly named of
one of the contracting States,
provided always that this Court
is compeient according to ifhe
internal legal sysiem oy sysiems
of that State”.

HUBUNGAMN YANG BERSIFAT IN-
TERNASIONAL

Seperti telah dinvatekan di afas;
pilihan forum ini terbuka uatuk per-
kara-perkara perdata atau dagang vang
mempunyai sifat intemasional. Sifat
infernasional harus diartikan sebagal
mempunyai  unpsur luar negerl.

PENGECUALIAM-PENGECUALIAN

Konvensi ini fidak berlaku untuk
persetujuan pilihan forum mengenal
masalah-masalah  sebagal  berikui’ ¢
{1} Staius seseorang atau persoalan-

persoalan hukum keluarga (Fa-
mily Law) termasuk kewajiban
atan hak-hak pribadi dea f-
nangial antara orang-orang {ua

dan anak-anak  atau  aniara
suami-igteri;
{2) |Persgalan tenitang  alimentasi

wrane  fdal tarmaenk enb i




adaraserupa yang menyangkut
sahnya Hndakan-tindakan seo-

it rang debiturg

{53 “Hak-hak afas bende-bnda vang

<" didak bergerak 12).

Sam hal. penting lagi yeng perlu di-
perhatikan ialah bahwa persetujuan
terltang pilihan  hukuom ini berlaku
tanpa memper‘la‘akan kewarga-negara-
an dari para pihak (whatever the nati-
onality. of the parties). Ketentuan se-
méca_ﬁé'.: ini merpakan pengurangan
dari artinya nasionalitas sebagai titik
taut, Seperil diketzhui HPI Modemn
gekarang ini, tendensinya ialagh unfui
mengnrangl peranan dar prinsip nasio-
nalifas dan memperbesar ard  dard
pads prnsip domisti atau kenyataan

kediaman sehari-hari [habitual resi-
dence)
Seperti dikatakan tadi, pembatasan

vang dilakukan ferhadap piithan fo-
rum islah bahwa fidak dapat dipilih
Pengadilan vang relaiif tidak kompe-
ienf, menumt system hukum intern
dari negara-negara bersangkutan. Tefa-
pi parapihak dapat melakukan sesuztu
perbuatan vang menjadikan forum ne-
gara bemsangkutan menjadi kompeient,
misalaya mereka dapat memindahkan
tempat Hinzeal mereka dalam wilayah
forum univk membuainya menjadi
komwetent Dalam pasal 24 BW distur
teﬁtang kabebasan untuk memilih tem-
pat ‘Hinggal (domnisili) ini,
mana beriaku prinsip uniuk memilih
domisili ini masih dipersoaikan antara
para. penulls. Yang nyata  adalah
bahwa pilihan domisili ini harus dila-
kuksn secara tegps. Di samping ifm

pilitan domisili juga harus dilakuken -

dalam wakiu sebelum ferjadinya per
kara. Seielab perkara teriadi maka pa-
ra gm&k tidak dapst lag memilih do-
misil o }aka para pihak telah memi-

ik haldm ssing sebagai safu-gatunya

vang berwenang, sedangkan hakim dagd
negarg pendid adalab yang berwenang
mepuii keientuan vang berlaku di ne-

T SN SRUUI .l £ S L T 1

Sampai di-

yang

tuk  tetap memeriksa perkara, Hdak ™
menjadi hilang. Akan fetapi apabila pa-
ra pihak, walaupun ada petjanjian mes -
reka, toh membawa perkara ini dika
dapan Hakim dalam negeri itu, maka -
vang belskangan ini dapat menyatakan
gugatan bersangkutan tidak dapat dite:

fdma. Oleh karena para pihak ferikgt

pade perfenflan merekae tentang pdz— .
han forum ifu. '

Dalam Konvensi tentang Cholce of -
Court Den Haag 1965 ini telah i -
tentukan bahwa negaza peseria fepi

kat pada perjaniian para pibak wntuk
menentuken sendiri Pengadilan yang
mereka kehendeld itu. Dalam Pazal §
dari Konvensi tersebui dinyatakan,
bahwa kecuali apabila para pihsk telah
menentukan lain, maka hanys Feng
adilan yang pilih sajalah vang akan
mempunyai wewenangz, Forum yang
dipilih akan {etapi bebas untuk mepo-
lak - jurisdiksi jika ia mempunyai buk#
bahwa forum dari negare peserta
lainnya adalah vang berwenang, oleh
karena menumit bukum intem dari
negara yang forumnya dikesamping
kan, para pihak tidak mampn, berda-
sarkan  materi bersangkutan, uaiek
mengadakan persefujusn fentang pe-
nyampingan jurisdiksi Court dax
negara bersangkutan itu. Ini dapat
dibaca dalam pasal 6 sub 2 Konvenf;l
bersangkutan,

PILIHAN FORUM SECARA TMONM

EXCLUSIVE™

Dalam pasal ¢ ini ditentukan juga
kemungkinan-kemungkinan lain bag
foram dari negara bersanglutan untuk
tidak ‘menghivaukan pilihan forum
oleh para pihak. Pads umumnys Hap
forum lain daripads forum vang dipilih
aken menolak untuk mengadiil perkara
bersangkuian. Akan tetspi, penolakan
ini fidak berlaku jika pilihan forum
telah dilakmkan adslah secapa
“non exclugive”. Mengenal hal ini su-
dah kita beyiken contob diatas. Dalam
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. Indonesian Construction Company un-
tuk operasi di Timur Tengah, kita sak-
sikan_bahwa pilihan hukum bersang-
kutan adalah “non exclusive”.

Juga tidek akan terikat fomum ber
sangkutan, jika pilihan forum adalah
batal atau dapat dibatalkan, Misalnya
}c_ara_na ‘terdapat apa vang dinamakan
penvalab-gunaan dari pada kekuasaan
ekonomis vang besar. Karena tidak ada
suatn 'written proposal” dar suatu
‘pihgk’yang telah diteima oleh pihak
lain secara tegas dan forum yang dipi-

lih telah dicantumkan secara jelas,
{pasal 4}.

Juga jika yang diminta hanyva adalsh
tindakan-tindakan yang bemifat se-
meniara saja atau konservatoir (Pro-
visional or Protective matiers) maka
forum lain dari pada vang pilih dapai
juga campur tangan (Pasal 6 subh ™71
sampai 4 dari Konvensi 1965 bersaqg-
kutan). R
Demikian garis-garis besar yang terpen-
fing dari pada Convention on
Choice of Court itu, :

1itenama 2o,
BT, Perunakasn M'ﬁa@
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